SALINAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

a. bahwa guna menindaklanjuti amanat ketentuan Pasal

75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan  Pemerintah  Daerah  Provinsi dan
Kabupaten/Kota, guna menyelenggarakan dukungan
pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Pekalongan perlu membentuk Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
berkedudukan di bawah Sekretariat Daerah, maka
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu
diubah dan disesuaikan untuk kedua kalinya;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2757);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Derah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Derah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahaan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah
Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan
Nomor 56);

12. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 44),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita
Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 96);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 44 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 44 Tahun
2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 96 Tahun 2017), diubah
untuk kedua kalinya, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pekalongan.

S. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Pekalongan.

8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD, adalah
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan.

9. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD.

10. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Pekalongan.

11. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah.



12.

13.

14.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang
dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan
tertentu serta bersifat mandiri.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan
jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga
ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah
Kabupaten Pekalongan adalah unit kerja pengadaan
barang/jasa pada Pemerintah Kabupaten
Pekalongan yang menjadi pusat keunggulan
pengadaan barang/jasa.

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ angka 3 diubah,

sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan Dan  Kesejahteraan
Rakyat, membawabhi:
1. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Pemerintahan Umum,;
b) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
dan
c) Sub Bagian Otonomi Daerah Dan
Kerjasama.
2. Bagian Hukum, terdiri dari :
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-
undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum Dan HAM;
dan
c) Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi
Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
a) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan; dan
b) Sub Bagian Agama, Pendidikan Dan
Kebudayaan.



(2)

(3)

(4)

c. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan,
membawabhi:
1. Bagian Perekonomian, terdiri dari:
a) Sub Bagian Pengembangan
Perekonomian Daerah; dan
b) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
2. Bagian Pembangunan, terdiri dari:
a) Sub Bagian Penyusunan Program;
b) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan;
dan
c¢) Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan.
3. Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa;
b) Sub Bagian  Pengelolaan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik; dan
c) Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa.
d. Asisten Administrasi, membawabhi:
1. Bagian Organisasi Dan Kepegawaian, terdiri
dari:
a) Sub Bagian Tata Usaha Dan
Kepegawaian;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur
Dan Kelembagaan.
2. Bagian Umum, terdiri dari:
a) Sub Bagian Protokol Dan Rumah Tangga
Pimpinan;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Peralatan Dan Perlengkapan.
Masing-masing Asisten sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
Masing-masing Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Asisten yang bersangkutan.
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang Dberkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang
bersangkutan.



(5) Bagan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Pasal 29A ayat (2) diubah, sehingga Pasal
29A secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten
Ekonomi Dan Pembangunan.

(2) Bagian Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas
melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan,
koordinasi program dan pelayanan di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa.

Ketentuan Pasal 29B diubah, sehingga Pasal 29B secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29A ayat (2), Bagian Pengadaan
Barang/Jasa mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis dan administratif di
bidang  pengelolaan pengadaan  barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa;

c. pembinaan penyelenggaraan kegiatan di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa;

d. pelaksanaan upaya peningkatan pelayanan publik
di bidang pengelolaan pengadaan barang/jasa,
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,
pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa;



e. pemantauan, evaluasi dan pengendalian di bidang
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan
dan advokasi pengadaan barang/jasa; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 29C diubah, sehingga Pasal 29C secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29C
(1) Bagian Pengadaan Barang/Jasa, terdiri dari:
a. Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa;

b. Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik; dan

c. Sub Bagian Pembinaan Dan  Advokasi
Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

6. Ketentuan Pasal 29D diubah, sehingga Pasal 29D
secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29D

(1) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
strategi pengadaan barang/jasa, pelaksanaan
pengadaan barang/jasa, pemantauan dan evaluasi
pengadaan barang/jasa.

(2) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara
Elektronik  mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik,
pengembangan sistem informasi dan pengelolaan
informasi pengadaan barang/jasa.

(3) Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan
Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan
fasilitasi pembinaan sumber daya manusia
pengadaan barang/jasa, pembinaan kelembagaan
pengadaan  barang/jasa dan  pendampingan,
konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan
barang/jasa.



Diundangkan
pada tanggal

7. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 secara
keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 45 Tahun 2011
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan = Rakyat Daerah  (Berita  Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2011 Nomor 45); dan

2. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2013
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten
Pekalongan Tahun 2013 Nomor 35),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita ~Daerah  Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan  di Kajen

pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI PEKALONGAN,

ttd
ASIP KHOLBIHI

di Kajen

21 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd
MUKAROMAH SYAKOER

BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2019 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

//

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

LAMPIRAN I :

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

PEKALONGAN NOMOR

44

TAHUN

2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA

SEKRETARIAT DAERAH DAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI

WAKIL BUPATI

SEKRETARIAT DAERAH

STAF AHLI

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

KELOMPOK |

ASISTEN EKONOMI DAN

ASISTEN ADMINSITRASI

JABATAN BAGIAN BAGIAN
FUNGSIONAL TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM KESEJAHTERAAN
RAKYAT
| | A
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SOSIAL
| PEMERINTAHAN UMUM PERATURAN — KEMASYARAKATAN
] PERUNDANG-
UNDANGAN
SUBBAGIAN
|| ADMINISTRASI | | SUBBAGIAN AGAMA,
PEMERINTAHAN SUBBAGIAN PENDIDIKAN DAN
| BANTUAN HUKUM KEBUDAYAAN
SUBBAGIAN OTONOMI DAN HAM
- DAERAH DAN
KERJASAMA SUBBAGIAN
| | DOKUMENTASI
DAN INFORMASI
HUKUM

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN,

7

MOCH. ARIFIN, SH.,MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19690205 199903 1 005

PEMBANGUNAN
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN PENGADAAN ORGANISASI DAN BAGIAN UMUM
I BARANG/JASA KEPEGAWAIAN
I |
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
PENGEMBANGAN | — PENYUSUNAN | | PENGELOLAAN SUBBAGIAN TATA SUBBAGIAN
PEREKONOMIAN PROGRAM PENGADAAN — USAHA DAN PROTOKOL DAN
DAERAH BARANG /JASA KEPEGAWAIAN RUMAH TANGGA
SUBBAGIAN PIMPINAN
SUBBAGIAN — PENGENDALIAN SUBBAGIAN || SUBBAGIAN
SUMBER DAYA PEMBANGUNAN PENGELOLAAN KETATALAKSANAAN | | SUBBAGIAN
ALAM || LAYANAN KEUANGAN
SUBBAGIAN PENGADAAN SUBBAGIAN
L—| EVALUASI DAN SECARA ] PENDAYAGUNAAN SUBBAGIAN
PELAPORAN ELEKTORNIK APARATUR DAN | PERALATAN DAN
KELEMBAGAAN PERLENGKAPAN
SUBBAGIAN
PEMBINAAN DAN
|| ADVOKASI
PENGADAAN
BARANG/JASA

BUPATI PEKALONGAN,

ttd
ASIP KHOLBIHI
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